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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah Penelitian 

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara berupa iuran atau 

kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) 

dengan tidak dapat memperoleh balas jasa atau imbalan secara langsung.  

Kontribusi wajib kepada kas negara tersebut dipungut dan bersifat memaksa, 

akan tetapi secara bertahap terjadi perubahan pandangan masyarakat terhadap 

pajak. Dari ketakutan untuk membayar pajak sampai kepada kesadaran untuk 

membayar pajak. Begitu besarnya kontribusi pajak terhadap penerimaan 

negara sehingga penerimaan pajak dapat mempengaruhi jalannya roda 

pemerintahan. Kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini bersumber dari 

pajak dan dan terus meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak yang terdapat pada 

RAPBN 2019, sebagai berikut: 
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Gambar 1. 1 Grafik Penerimaan Perpajakan 

(dalam trilliun rupiah) 

 

Sumber: Kemenkeu.com 

 

 

Gambar 1. 2 Grafik Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(dalam trilliun rupiah) 

 

Sumber: Kemenkeu.com 
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Berdasarkan grafik diatas maka dapat kita ketahui bahwa penerimaan 

negara yang paling tinggi serta mengalami peningkatan tiap tahunnya yaitu 

penerimaan yang bersumber dari pajak, maka untuk mencapai target 

penerimaan perpajakan, pemerintah akan teruas melaksanakan reformasi 

perpajakan dengan meningkatkan kepatuhan dan pengawasan, transparansi 

informasi perpajakan, serta pemberian insentif yang tepat sasaran untuk 

mendorong peningkatan investasi. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan 

merupakan suatu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, 

khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Hal ini dikarenakan 

penerimaan sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu 

saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. Hal ini tentu berbeda dengan 

pajak dimana sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih 

dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk (Widayati dan Nurlis, 2010). 

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, berbagai cara dilakukan 

oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) salah satunya yaitu dengan melakukan 

reformasi administrasi perpajakan. Hal ini dilakukan dengan pembenahan 

pegawai perpajakan guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam 

rangka memahami, menguasai, dan melaksanakan peraturan perpajakan yang 

berlaku. Selain itu hal-hal yang harus dibenahi antara lain: prosedur, tata kerja, 

disiplin, maupun mental fiskus (pegawai pajak). DJP sendiri menekankan pada 

peningkatan pelayanan kepada wajib pajak agar dapat mendorong kepatuhan 

wajib pajak yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja fiskus dalam 

peningkatan pajak. 
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Kebiajakan reformasi sangat erat kaitannya dengan administrasi, dimana 

tujuan administrasi sendiri adalah mengelola berbagai upaya perubahan 

didalam organisasi sesuai dengan kondisi-kondisi dan karakteristik-

karakteristik perubahan yang harus dilakukan (Kusdi, 2009). DJP dalam 

mengimplementasikan peran administrasi dalam reformasi perpajakan telah 

melakukan perubahan dalam berbagai aspek baik berupa perubahan struktur, 

prosedur, strategi serta budaya organisasi. 

Reformasi administrasi yang telah dilakukan tersebut sebagai bentuk 

usaha DJP untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak. 

Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukan tingkat kepatuhan wajib pajak 

masih rendah. Hal ini terlihat pada belum optimalnya penerimaan pajak (tax 

gap) dan tax ratio Indonesia masih terendah di kawasan ASEAN yaitu sebesar 

11,6 untuk tahun 2005 yang dihitung dari jumlah seluruh pajak yang 

dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto atau yang sering disebut PDB. 

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini mendorong pihak DJP untuk 

melakukan upaya yang sungguh-sungguh serta berkesinambungan. 

Perubahan mendasar yang berkaitan dengan reformasi administrasi 

perpajakan terjadi pada tahun 2004, dimana DJP berusaha untuk memenuhi 

aspirasi wajib pajak dengan mempermudah tata cara pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT). Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya keputusan  

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 mei 2004 tentang 

penyampaian SPT secara elektronik atau yang sering dikenal dengan e-SPT. 

Setelah sukses dengan program tersebut, pada tanggal 24 januari 2005 
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bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-

sama dengan DJP meluncurkan produk Payment Online System yaitu sistem 

pelaporan/penyampaian pajak dengan SPT secara elektronik yang dilakukan 

melalui sistem online secara real rime. Perubahan tersebut meliputi pelayanan 

kepada wajib pajak dari yang semula wajib pajak harus menyampaikan ke 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung, tetapi sekarang 

menyampaikan SPT dapat dilakukan secara online kapan saja dan dimana saja. 

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga disebabkan antara lain 

pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak yang 

masih rendah (Gardina dan Haryanto, 2006). Sebagian besar wajib pajak 

memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada juga yang 

diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet dan  buku-

buku perpajakan. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan kegiatan tersebut 

tidak sering dilakukan. Bahkan, pengetahuan tentang pajak belum tentu 

dimengerti secara menyeluruh oleh wajib pajak kecuali mereka yang 

menempuh jurusan perpajakan. Selain itu, kurangnya sosialisasi juga akan 

berdampak pada pegetahuan wajib pajak sehingga berdampak pada rendahnya 

tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan uraian diatas, maka saya tertarik untuk mengangkat 

permasalahan ini dengan melakukan penelitian mengenai “PENGARUH 

REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN 

PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi 

empiris pada KP2KP Larantuka)”. 
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B.  Perumusan Masalah Penelitian 

1. Apakah Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Di KP2KP Larantuka? 

2. Apakah Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Di KP2KP Larantuka? 

 

C.  Pembatasan Masalah Penelitian 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk menghindari 

adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini 

lebih terarah sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Dalam penelitian ini 

terdapat pembatasan masalah, yaitu: 

1. Wajib pajak yang akan dilakukan survei dalam penelitian ini yaitu wajib 

pajak yang terdaftar di KP2KP Larantuka 

2. Karena wajib pajak di KP2KP sangat banyak sehingga dalam penelitian ini 

penulis membatasi penelitian dilakukan hanya pada salah satu Kecamatan 

3. Periode penelitian yaitu pada tahun 2021  

 

 

D.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Di KP2KP Larantuka 

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Di KP2KP Larantuka 
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E.  Manfaat Penelitian 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan 

wawasan ilmiah kepada penulis maupun pembaca mengenai pengaruh 

reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta memberikan 

sumbangan koseptual untuk penelitian serupa maupun akademika lainnya 

3. Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat 

sebagai bahan masukan serta evaluasi untuk pemerintahan secara khusus 

DJP agar semakin giat untuk memberikan inovasi-inovasi yang dapat 

mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya 

4. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

wajib pajak tentang bagaimana pengaruh reformasi administrasi 

perpajakan dan pengetahuan perpajakan sehingga wajib pajak yang selama 

ini masih kesulitan untuk melakukan kewajibannya dapat segera terbantu 

 

F.  Kerangka Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini secara sistematis dapat dibagi menjadi 5 Bab, yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Memuat latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah 

penelitian, pembatasan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta kerangka penulisan skripsi.  
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BAB II: LANDASAN TEORI 

 Memuat tentang identifikasi semua variabel yang terlibat dalam 

permasalahan penelitian, tinjauan pustaka / hasil penelitian terdahulu 

serta pengembangan hipotesis (bila ada)  

BAB III: METODE PENELITIAN 

 Memuat penjelasan mengenai metode penelitian serta metode yang 

digunakan untuk menganalisis data 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu 

dan tidak dipecah menjadi sub bab tersendiri. Bab ini terdiri atas 

gambaran umum penelitian,analisis data serta pembahasan 

BAB V: PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian, saran yang ditulis 

berdasarkan pada kesimpulan yang telah ditulis serta keterbatasan yang 

terjadi selama penelitian  

 

 


